SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka melaksanakan

ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi

publik dan pengelolaan aplikasi dalam jaringan
E-PPID, perlu melakukan perubahan
keputusan Operator E-PPID Komisi Pemilihan

Umum Kota Kotamobagu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Perubahan No
telepon PPID pada Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang
Penunjukan Operator E-PPID Komisi Pemilihan

Umum Kota Kotamobagu.



Mengngat

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-




Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia.

. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemiliban Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang  Prosedur Penyelesaian  Sengketa
Informasi Publik (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019

tentang Standar Layanan dan  Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); Peraturan




10.

11.

12.

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tzahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
531);

Peraturan-Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Xomisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan




Menetapkan

KESATU

KEDUA

13.

14.

15.

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan  Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat
Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomeor
88/Kpts/KPU /2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Nomor
441 /Kpts/Setjen/tahun 2016 tentang
pedoman penyediaan data dan informasi dalam
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia.

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
OPERATOR E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

Menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID

Komisi Pemilihan Umum Xota Kotamobagu,

sebagai berikut:

Nama : Tyas Eranahdiya Jurnalistika
Jabatan : PPNPN Bidang Administrasi
WhatsApp : 082156021617

Email : kpukotamobagu.ppid@gmail.com

Tugas Operator E-PPID sebagaimana dimaksud




dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Menerima pelayanan Informasi Publik dalam
E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kota
Kotamobagu;

Melaporkan hasil penerimaan pelayanan
informasi Publik kepada PPID dan Atasan PPID;

. Melakukan pembaharuan laman beranda E-

PPID Komisi Pemilihan Umum Kota
Kotamobagu;
Memasukan data Informasi Publik dalam E-
PPID Komisi Pemilihan Umum Kota
Kotamobagu;

. Menyusun data rekapitulasi jumlah Pemohon

Informasi Publik dan jumlah Sengketa
Informasi Publik dalam pelayanan dan
pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan
Umum Kota Kotamobagu;

Mengumpulkan data dan menghimpun
informasi Publik dari masing-masing Unit kerja
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Kotamobagu;

Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh
PPID /Pimpinan

KETIGA Perubahan Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

TID

FRANS TUTO A. MANOPPO

KOMIVSI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

asrl »ﬁ(ﬁ“b Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
g,n Hubungan Masyarakat




